PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA TEKNIK
MILITER (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
RUSSIAN FEDERATION ON MILITARY

TECHNICAL COOPERATION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di Moscow, Rusia, pada tanggal 21 April 2003
Pemerintah = Republik Indonesia telah  menandatangani
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer
(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia
and the Government of the Russian Federation on Military
Technical Cooperation), sebagai hasil perundingan antara
Delegasi-delegasi  Pemerintah =~ Republik  Indonesia  dan

Pemerintah Federasi Rusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan

Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA TEKNIK MILITER
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION ON MILITARY TECHNICAL COOPERATION).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer

(Agreement . . .
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(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia
and the Government of the Russian Federation on Military Technical
Cooperation) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 April 2003
di Moskow, Rusia, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia,
Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan
dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah

Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR
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PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
TENTANG KERJASAMA TEKNIK-MILITER

Pemerintah Pemerintah RepLQIik Indonesia dan Federasi Rusia,
selanjutnya disebut sebagai “para Pihak”,

MEMPERTIMBANGKAN hubungan persahabatan dan kerjasama di antara
kedua negara dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk
memperkokohnya;

BERMAKSUD untuk meningkatkan kerjasama teknik-militer yang saling
menguntungkan berdasarkan prinsip persamaan dan penghormatan
sepenuhnya terhadap kedaulatan;

MENEGASKAN kepatuhan mereka terhadap tujuan dan asas-asas
Piagam Perserikatan Bangsa-ba..gsa;

MENTAAT! undang-undang dan peraturan yang berlaku di kedua negara;
Telah menyetujui sebagai berikut :
Pasal 1

Para Pihak akan melaksanakan kerjasama teknik-militer pada bidang-
bidang sebagai berikut :

Penyediaan peralatan militer dan perlengkapan terkait lainnya;
Pemeliharaan, perbaikan, peningkatan dan layanan teknis lainnya
untuk persenjataan dan perlengkapan militer, yang disediakan dan
diproduksi berdasarkan persetujuan lisensi atau melalui produksi
bersama;

Pertukaran spesialis untuk membantu pelaksanaan program
bersama di bidang kerjasama teknik-militer,

Pelatihan personil pada institusi-institusi pendidikan terkait dari
negara para Pihak berdasarkan kebutuhan dan kemampuan dari
masing-masing pihak;




Akuisisi lisensi-lisensi untuk pembuatan persenjataan dan peralatan
dan pemberian bantuan teknis dalam produksinya,

Pembentukan usaha bersama untuk rancang-bangun dan
pembuatan persenjataan dan peralatan militer;

Jenis-jenis kegiatan lainnya di bidang kerjasama teknik-militer, yang
tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara-
negara para Pihak.

Pasal 2

Untuk maksud pelaksanaan dari kerjasama teknik-militer yang diatur
dalam Persetujuan ini, para Pihak, atas dasar kasus demi kasus,
dapat membentuk persetujuan yang relevan,

Kerjasama para Pihak berdasarkan Persetujuan ini akan
dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan
nasional dari Republik Indonesia dan Federasi Rusia.

Pasal 3

Organisasi yang bertanggung-jawab untuk pelaksanaan Persetujuan
ini ialah : '

Pihak Indonesia ; Departemen Pertahanan Republik
Indonesia

Pihak Federasi Rusia : Komite Federasi Rusia untuk Kerjasama
Teknik-Militer dengan Negara-Negara
Asing

Badan-badan tersebut di atas diberikan hak untuk menunjuk badan
pelaksana khusus dan membentuk mekanisme yang tepat untuk
pelaksanaan Persetujuan ini atau kesepakatan-kesepakatan lain
yang dibuat sesuai dengar persetujuan ini.

Untuk melaksanakan ketentuan—ketentuan Persetujuan ini dan
untuk segera menyelesaikan masalah-masalah dalam kerjasama
teknik-militer, para Pihak membentuk Komisi Antar-Pemerintah,
yang susunan dan fungsinya akan ditentukan dan disepakati oleh
para Pihak.




Pasal 4

Para Pihak akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk
mendorong kerjasama teknis di antara mereka melalui tukar-
menukar data, teknisi dan siswa bidang keilmuwan dan teknologi
yang tersedia dari masing-masing institusi-institusi pendidikan terkait
dari negara-negara para Pihak, serta mendorong kerjasama di
semua aspek kerjasama teknik-militer di antara institusi-institusi
khusus dari masing-masing negara.

Masalah-masalah hak-hak kepemilikan intelektual akan ditentukan
dalam Kontrak atau pengaturan lainnya berdasarkan Persetujuan ini
yang dibuat oleh organisasi-organisasi yang ikut-serta dan dengan
sepenuhnya mempertimtangkan keseimbangan porsi pemilikan
berdasarkan kontribusi dari masing-masing peserta.

Para Pihak akan menjamin pihak lainnya bahwa hak-hak
kepemilikan intelektual yang dibawa oleh para Pihak ke dalam
wilayah negara dari masing-masing pihak untuk pelaksanaan dari
persetujuan atau kegiatan-kegiatan terkait, tidak diperoleh dari
pelanggaran hak-hak sah dari suatu pihak ketiga.

Para Pihak akan membebaskan pihak lainnya dari suatu tuntutan
yang dibuat oleh suatu pihak ketiga mengenai kepemilikan dan
keabsahan dari suatu penggunaan hak-hak kepemilikan, yang
dibawa oleh suatu Pihak U .tuk pelaksanaan suatu proyek kegiatan.

Tata cara penggunaan, perlindungan hukum dan pengamanan dari
hasil-hasil kegiatan intelektual, dan termasuk pendistribusian hak-
hak para Pihak terhadap hasil-hasil kegiatan intelektual, yang
diterima dalam proses kegiatan-bersama berdasarkan Persetujuan
ini, akan diatur oleh persetujuan antar-pemerintah yang terpisah.

Pasal 5

Para Pihak, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya, tidak boleh
menjual atau mengalihkan kepada negara-negara ketiga atas
produk-produk peralatan ‘militer, serta informasi dan material,
diterima atau diperoleh sebagai hasil kerjasama teknik-militer, yang
dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan ini, dan, kecuali dalam
rancang-bangun dan produksi bersama, tidak boleh melakukan
modernisasi atau modifikasi terhadap produk-produk peralatan
militer, yang dipasok oleh salah satu pihak.




Informasi, yang diterima dalam pelaksanaan kerjasama oleh salah
satu pihak, tidak boleh digunakan bertentangan dengan kepentingan
pihak lainnya.

Para Pihak menjamin perlindungan informasi, yang diterima dalam
pelaksanaan Persetujuan ini, yang rahasia berdasarkan hukum dan
peraturan dari para Pihak.

Perlindungan informasi, yang merupakan rahasia negara dari suatu
pihak, yang dipertukarkan secara timbal-balik atau dibentuk dalam
tahapan kerjasama para Pihak, diatur melalui persetujuan antar-
pemerintah secara terpisah.

Persetujuan ini tidak berpengaruh terhadap hak-hak dan kewajiban
para Pihak yang ditentukan oleh perjanjian dan persetujuan
internasional, dimana keduanya menjadi peserta, dan tidak ditujukan
menentang negara ketiga lainnya.

Pasal 6

Para Pihak akan menyelesaikan sengketa, berkenaan dengan
pelaksanaan dan penafsiran Persetujuan ini, melalui perundingan.

Pasal 7

Persetujuan ini dapat diubah atau dilengkapi atas kesepakatan bersama
para Pihak, yang akan dituangkan dalam Protokol pada Persetujuan ini.

Pasal 8

Persetujuan ini berlaku p~da tanggal diterimanya notifikasi terakhir
yang menyampaikan tentang telah dipenuhinya persyaratan
konstitusional bagi berlakunya Persetujuan ini.

Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 (sepuluh) tahun dan secara
otomatis diperpanjang untuk periode-periode lima tahun berikutnya
kecuali salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Pihak lain, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
berakhirnya Persetujuan ini, mengenai maksud untuk mengakhiri
Persetujuan.

Pengakhiran  Persetujuan ini tidak berpengaruh terhadap
pelaksanaan lebih lanjut .atas kontrak-kontrak dan persetujuan




lainnya yang belum diselesaikan dan disahkan sesuai dengan
Persetujuan ini pada masa berlakunya, kecuali disepakati lain oleh
para Pihak.

Dalam hal pengakhiran Persetujuan ini, kewajiban negara-negara
para Pihak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 tetap
berlaku.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa
oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di MoscWa  pada tanggal 21 Apcil 2003, dalam
rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris,
semua naskah memiliki kekuaten hukum yang sama. Dalam hal terdapat
perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA FEDERASI RUSIA




COI''IAIDEHHUE
mexay [lpaBurenbcrBom Pecnyosmmku Uuaonesun u IlpaBuresictBom
Poccuiickoii @eaepanun 0 BOCHHO-TEXHHYECKOM COTPYJHUYECTBE

[IpaBurensctBo PecnyOnukun Muaonesun u IlpaButensctBo Poccuiickoit
depaepannu, MMEHyeMbIC B AaiabHe#neM CTopoHamH,

NMPUHKMAs BO BHUMAaHHE CYIICCTBYIOIIME MEXIY JBYMs TOCYIapCTBaMu
APYXKECTBEHHbIC OTHOUICHMs, 0A3MPYIOMIMECS HAa MPHUHIMIAX COTPYAHHYCCTBA, U
PYKOBOJICTBYSICh OOOIO/THBIM CTPEMJICHHEM K UX YKPETIIICHHIO,

xemas YKPETJIAT B3aHMOBBIT'OJTHOC BOCHHO-TCXHUYECKOE
COTPY/IHHYECTBO, OCHOBAaHHOE Ha TIPUHIMMAX PABEHCTBA WM YBAXKCHHSA

CYBEPEHHTETA,

NMOJTBEPXKAasi CBOK TIPUBEPKEHHOCTb 1IEJISIM W NPUHIMNAM YcTaBa
Opranuzauun O0beauHeHHbIx Hanui,

B COOTBETCTBMH C CYILIECTBYIOIIMM 3aKOHOAATEILCTBOM 00EUX CTPaH;
COTJIACHJTMCh O HIKECIICAYIOTIEM
Crarps 1

CTOpOHbl OCYWCCTBIIAKOT BOCHHO-TCXHHUYCCKOC COTPYAHHYCCTBO 110
CJICAYIOIIUM HATIPaBJICHUAM

a) IOCTaBKH TMPOJAYKLMH BOCHHOTO HA3HAYEHWS M CBSI3aHHOIO C HeEH
000opy10BaHuA,

0) obecnedyeHne HKCIIyaTalndy, PEMOHTA, TEXHUYECKOro O00CIY)KUBAHUS U
MOJECPHU3ALUUM  BOOPYXKEHMSI W BOCHHOW  TEXHUKHM, TMOCTABJICHHBIX U
IPOM3BOUMBIX HA JTULEH3UOHHON OCHOBE MJIM COBMECTHO;

B) OOMeH chnequajJdcTtaMu JJi1 OKa3aHUs COJCHCTBUA B peaTu3aliiu
COBMECTHBIX [POTPaMM B 00JIACTH BOEHHO-TEXHUYECKOTO COTPYTHUYECTBA,

r) TMOATOTOBKA KaapoOB B COOTBETCTBYIOIIMX YYEOHBIX 3aBCACHMIX
rocyaapctB CTOPOH ¢ yueToM MOTpeOHOCTER 1 BO3MOXHOCTEeH CTOPOH,




1) OpUOOpEeTEeHHE JMIEH3UA Ha MNPOU3BOACTBO BOOPYKEHUS W BOCHHOM
TEXHUKHM U OKa3aHHUE TEXHUUECKOr0 COACHCTBUS B OPraHU3alMy UX MPOU3BOACTBA,;

€) CO3aHHE COBMECTHBIX MPEANPUATHH MO KOHCTPYUPOBAHHIO U
MNPOM3BOACTBY BOOPY)KCHHUS U BOGHHOW TEXHUKH,

K) OCYIIECTBJICHHE WHOW JESTEIBHOCTH B 00JIACTM BOEHHO-TEXHHUYECKOTO
COTPYOHMYECTBA, HE MPOTUBOPEUAIICH 3aKOHOAATENbCTBY rocy1apcTs CTOPOH.,

Cratpbs 2

B wensxX OCyHIECTBACHHUS  BOEHHO-TEXHHMYECKOTO  COTPYIHHUYECTBA,
npeaycMoTpeHHoro  HactosimuM  CormamenneMm,  CTOPOHBI  W/HWIM — HX
YIIOJTHOMOUCHHBIC OPTaHU3alMH B KaXJAOM OTJCIbHOM CJIy4ae MOTYT 3aKJIH0UaTh
COOTBETCTBYIOIIHUE JIOTOBOPbI, COTJIALICHUS 1 KOHTPAKTHI.

Corpyanuyectso CrtopoH B pamkax Hacrosmero CornaiieHus
OCYLICCTBJISICTCS B COOTBETCTBHMU C 3aKOHOAATeNbCTBOM PecnyOnuku MHaone3uu
¥ 3aKOHOJaTeIbCTBOM Poccuiickoit denepauum.

Crarps 3

YnomHoMoueHHbIMH  opraHaMu  CTOpOH MO  peajM3alldd  HACTOSIIETO
CornaleHus sBJsSrOTCA:

¢ HWuponesuiickoit CtopoHbl - MuHucTepcTBO 000poHBI  PecmyOmuku
Wupoue3nu;

¢ Poccuiickoit Croponsl — Komurer Poccuiickoit deneparun no BOEHHO-
TEXHUYECKOMY COTPYIHHUUYECTBY ¢ MHOCTPAHHBIMU IOCYAAPCTBAMM.

Y OJTHOMOYCHHBIM OopraHam npeaoCTaBiIsACTCA [Ipaso Ha3Ha4yaTb
KOHKPETHBIX WUCIIOJIHUTECH M CO3/1aBaTh COOTBCTCTBYIOINUE YCJIOBHUA A7
BBINOJIHEHHUs HacTosero CornameHus WA APYTUX AOroBOpPOB, 3aKIIIOYCHHBIX B
COOTBETCTBHUHU C HACTOAIIUM CornamieHueMm.

JIna BBITONHEHUS MMOJIOKEHUH Hactosiiero CorjamieHus U OnepaTHBHOIO
PELIEHUA BOMPOCOB BOEHHO-TEXHUUYECKOTO COTpyAHHYecTBAa CTOPOHBI CO34AIOT
MEKIPABUTEIbCTBEHHYI0 KOMUCCHIO, COCTaB M (PYHKIMHM KOTOPOM OIpeaesistoTes
COOTBETCTBYIOIIMM COTJIACOBAHHBIM MKy CTOPOHAMH IMOJI0KEHHEM.




Crartbsa 4

CTOpOHBI TIPUHUMAIOT MEpBl U TOJAEPIKAHHUA BOEHHO-TEXHHUYECKOTO
COTPY/IHHYECTBA MEX/I1y HUMH TMOCPEACTBOM OOMEHa HMEIoLeicss Hay4Ho-
TEXHHYECKOH HHGbOpMalLMen, OKCIEepTaMH, TEXHUYECKUM TEPCOHAIOM U
CITYIIATENIMH BOEHHO-YYEOHBIX U JIPYTUX COOTBETCTBYIOLIMX YUeOHBIX 3aBEICHUM
rocynapcte CTOpPOH, a TaK)K€ OKAa3blBAlOT BCECTOPOHHIOK MOJJEPIKKY BOEHHO-
TEXHHUECKOMY COTPYJHHUYECTBY MEXKJY CIEHHATM3UPOBAHHBIMHU YUPEKICHUAMU
000MX roCy/1apCTB.

Bompocel, kacaioiidecsi TMpaB Ha Pe3yJbTaTbl HHTEIEKTYyaJIbHOU
JICATEIbHOCTH, OMNPEAENSAIOTCS B KOHTPAKTaX WM JIOTOBOpPaX, 3aKJII0YaeMbIX
YIIOMHOMOYEHHBIMU ~ OpPraHaMM W OpraHM3alMsMM B paMKax peajn3auuu
HacTtosiiero CoryiauieHds € Y4Y€TOM CHPaBeIJIMBOM JI0MM COOCTBEHHOCTH M
BKJIaJla COOTBETCTBYIOLIMX YYACTHHUKOB.

CTOpoHBI 3aBEpPSAIOT APYr Apyra B TOM, YTO MpaBa Ha PE3YJIbTAThI
MHTEJ/UIEKTYaTbHOW  JEATEeTbHOCTH, BBe3eHHbIe (CTOpPOHAMHM Ha TEPPUTOPHUIO
Kaxxoro u3 rocyaapcts CTOPOH Ul peajn3aluy Kakoro-iu0o corjialleHus WIN
OCYILIECTBJICHUS ~ KAaKOH-TUOO  /EeATETbHOCTH, HE  SBJISIOTCA  PE3yJIbTaTOM
HapYIIEHHs 3aKOHHOTO MPaBa TPEThEH CTOPOHBI.

CTopoHBbl HE BO3/AraroT APYr Ha JIpyra OTBETCTBEHHOCTb MO KAKUM-JIMOO
MPETEH3UsIM TPETbeM CTOPOHBI B CBSI3M C MPABOM COOCTBEHHOCTH MM C
3aKOHHOCTBbIO ~ MCIIOJB30BAHMS MpaB  HA  pe3yjbTaThl  HHTEJUIEKTyaJIbHOH
NeATeNbHOCTH, fepenaHHbie CTOPOHOW Ul pealiu3aldd  JOTOBOPEHHOCTH MO
BBITTOJIHEHHIO JTIOOOr0 MpOEKTA.

[Topsimok HMCIOAB30BAHMs, MPABOBAs OXpaHA M 3alIUTa [MOJTYYEHHBIX
pPe3yIbTAaTOB HHTE/UIEKTYAJIbHON JIeITETbHOCTH, a Tak)Ke paclpesiefieHde npas
CTopoH Ha PE3yabTaTbl HWHTEIJIEKTYAJIbHOH JEATEIbHOCTH, TMOJYYEHHBIC B
Npolecce COBMECTHOM [JEATENBHOCTH B paMkax Hacrosuero CornameHus,
PEryJupyroTcs OTAENbHBIM MEXKIIPABUTENLCTBEHHBIM COTJIAIIICHHEM .

Crarbsa 5

be3 npenBapuTenbHOro MUCbMEHHOro corfiacusi CTOPOHBI HE MPOJAIOT M
HE MNepelalT TPETbUM CTOPOHAM HPOAYKIMIO BOEHHOTO HA3HAYCHHS, a TaKXKe
uH(pOpPMALIMIO U MaTepHasbl, TOJYYCHHBIC WM NPUOOPETCHHBIC B PE3yNbTATe
BOCHHO-TEXHHUUECKOTO COTPYJHHYECTBA, OCYILUECTBIAEMOr0 B COOTBETCTBUM C
HactosAumm CoryaleHueM, U He MPOU3BOAAT MOJAECPHUBAMIO WK MOAU(HUKALIAIO
OPOAYKLMHA BOECHHOTO HA3HAYEHHUsA, MOCTaBJIeHHOW onHOoW w3 CTOpoH, 3a
UCKJTIOUEHHUEM CJTy4aeB COBMECTHOM pa3pabOTKU U MPOU3BO/ICTRA.




Wudopmanus, noayueHHas oHoi u3 CTOpPOH B XOJ1€ COTPYIHUYECTBA, HE
JOJKHA UCII0JIB30BaThCs B yiIepO HTepecam apyroi CTOPOHBI.

CTOpOHbI o0ecrneunBarOT OXpaHy, MNOJYYCHHBIX B XOHJ€ BBINIOJIHCHUA
HaCTOALIECT O CornameHus CBCIIGHPIﬁ, KOTOPBIC B COOTBCTCTBHUH C
3aKOHOOATCIILCTBOM I'OCYAapCTB CTOpOH HOCAT KOH(bI/IlICHHI/IaHI)HHﬁ XApPaKTEP.

Bomnpochkl 3aniuThl CBEASHWM, COCTaBIAIOIIMX TOCYJApPCTBEHHYK) TaWHy
kaxaod u3 CTOPOH, B3aMMHO MEpPelaBaeMbiX WJIM 00pa3ylOLIMXCA B MpOLECCe
corpyanudectBa CTOpPOH, PETYIUPY:OTCA OTHEJIBHBIM MEKIIPABUTEILCTBEHHBIM
COTJIALIEHUEM.

Hacrosmee CornameHue He 3aTparuBaeT npae UM 00s3aTenbcTB CTOPOH
0 APYTUM MEKIYHAPOAHBIM JIOrOBOPAM M COTJIALIEHHSAM, YYaCTHUKAMHM KOTOPbIX
OHM SIBJISIIOTCS, M HE HAMPABJIEHO MPOTHB KAKOTO-TMO0 TPETHETO rOCY1apCTRa.

Cratbsa 6

Criopbl, CBsA3aHHBIE C TPUMEHEHMEM WM TOJKOBAHMEM HACTOSIIETO
Cornatenust, pematoress CTOPOHaAMHU IyTeM MEPErOBOPOB.

Cratba 7

B HACTOALICC CornaiieHuve Mo corsjiacoBaHHIO CTOpOH MOI'YT BHOCHUTLCA
HN3MCHCHHUA W AOIMOJIHEHUA, KOTOPLIC O(bOpMHHIOTCSI OTACJIbHBIMH IIPOTOKOJIAMH K
HacTosAWEMY CoriameHuo.

Crarba 8

HaCTOﬂHlee Cornamenue BCTYIIACT B CHJIY C JaTbl ITOCJIECOHErO
ITMCBMCHHOTI'O YBEIOMJICHHUA O BBINOJIHEHHUH CTOpOHaMI/I BHYTPHUTOCY AAPCTBCHHbIX
npoueayp, HEOOXOAMMBIX JJIS1 €0 BCTYIUICHHS B CUITY.

Hacrosmee CornameHue OCTaeTcss B CHJIE€ B TEUYEHHME [ECATH JIET H
ABTOMATUYECKH MPOUIEBAETCA HA CIEAYIOUIME MATUJIETHUE TEPUOIbI, €CIIU He
MEHEE YEM 3a LIECThb MECALICB [0 MCTEYEHUs CpokKa ACHCTBUSA HACTOSILIErO
Cornamenns HU oaHa M3 CTOPOH HE YBEJOMHUT B NMUCBMEHHOM (hopme mpyryro
CTOpOHY 0 CBOEM HaMEPEHMM NPEKPATUTH AeHCTBUE HacTosmero CortaleHus.

Ilpexpaienre nectBus nacrosmiero CornameHuss He 3aTparvBaeT
JAJIbHEUILLIErO  BBIMOJIHEHUS  HE3aBEPLUEHHBbIX  KOHTPAKTOB M JOrOBOPOB,
3aKJIOYEHHBIX B COOTBETCTBUMM C HactosiuM CorialieHueM B MEPHOJ €ro
aerctBus, eciit CTOPOHBI HE JOTOBOPATCS 00 MHOM,




B cnywae  npekpauieHuss  JedcTBUA  Hacrtosiwiero  CormamieHus
obs3arenbcrBa CTOPOH, NMPEyCMOTPEHHbBIEC B CTAThSIX S, OCTAIOTCA B CHJIE.

B ynocTtoBepeHHE YEro HMKEMOANUCABIIMECS, JIOKHBIM 00pa3oM Ha TO
yIOJHOMOUEHHBIE, Moanucany Hactosinee CornameHue.

CosepmieHo B r. Mockse " 21 " anpens 2003 roma B JOBYX
IK3EMIUIAPAX, KaXKAbIM Ha HHJAOHE3MHCKOM, PYCCKOM M aAHTJIMHCKOM A3bIKaX,
MpUYEM BCE TEKCThl HMMEIOT OJMHAKOBYIO Ccuily. B ciydyae BO3HUKHOBEHHUSA
paszHOrJIacuil /i TOJKOBaHUs Oy/leT HCMOIb30BaThCA TEKCT Ha aHTJIMHCKOM
SI3BIKE.

3A IIPABUTEJIBCTBO 3A IPABUTEJIbCTBO
PECITYBJIMKHW UH/IOHE3UNA POCCUUCKON ®EJEPALINN

Lo




AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
ON MILITARY — TECHNICAL COOPERATION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the

Russian Federation, hereinafter referred to as the Parties,

CONSIDERING the friendly and cooperative relations existing between the two

countries and guided by mutual aspiration to strengthen it,

WILLING to promote mutually beneficial military-technical cooperation based on

the principles of equality and full respect of sovereignty,

CONFIRMING their adherence to the objectives and principles of the United
Nations Charter,

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the two countries;

Have agreed as follows:
Article 1
The Party shall carry out military-technical cooperation in the following areas:

a. Supplies of military - purpose and other related equipments;
b. Provision of maintenance, repair, upgrade and other technical services of
armaments and military-purpose equipments, supplied and produced under

license agreements or through joint-production;

/ o




. Exchange of specialists to provide assistance in the implementation of joint
programs in the field of military-technical cooperation;

. Training of personnel in relevant educational institutions of the Parties’s states
based on the requirements and possibilities of the Parties;

. Acquisitions of licenses for production of armament and equipments and
rendering technical assistance in organization for their production;
Establishment of joint ventures for design and production of armaments and
military equipments;

. Other types of activities in the field of military-technical cooperation, which do
not contradict with the laws and regulations of the Parties’ states.

Article 2
(1) For the purpose of implementation of the military-technical cooperation

provided for by this Agreement, the Parties, on a case-by-case basis, may

conclude relevant agreements;

(2) Cooperation of the Parties under this Agreement shall be implemented in

accordance with the national laws and regulations of the Republic of

Indonesia and the Russian Federation.

Article 3

(1) The organizations responsible for implementation of this Agreement shall
be:
from the Indonesian Party Department of Defense of
the Republic of Indonesia
from the Russian Federation Party Committee of the Russian
Federation for Military-Technical

Cooperation with Foreign States




(2) These bodies shall be accorded the right to designate specific executive
bodies and to set up appropriate mechanisms for implementation of this
Agreement or other arrangements concluded in accordance with this

Agreement.

(3) To implement the provisions of this Agreement and to expeditiously resolve
the issues of the military-technical cooperation, the Parties shall establish an
Intergovernmental Commission, the composition and functions of which shall
be specified by a relevant Statute, agreed upon by the Parties.

Article 4

(1) The Parties shall take all necessary measures to encourage technical
cooperation between them through the exchange of available scientific and
technological data, experts, technicians and trainees of the military and
other relevant educational institutions of the Parties’s states, as well as to
encourage all aspects of the military-technical cooperation between
specialized institutions of both countries.

(2) The issues of intellectual property rights shall be determined in the Contracts
or other arrangements on the implementation of this Agreement concluded
by the participating organizations taking into full consideration the
equitable portion of ownership based on the contribution of the respective
participants.

(3) The Parties shall assure each other that the intellectual property rights,

brought by the Parties into the territory of each Party’s state for the
implementation of any relevant agreement or activities, do not result from
any infringement of a third party’s legitimate right.




(4) The Parties shall waive each other from any claim made by a third party on

the ownership and legality of the use of intellectual property rights, brought

in by a Party for the implementation of any project arrangement of

activities.

(5) Procedure of use, legal protection and safeguarding of the received
intellectual activity results, as well as the distribution of the Parties’s rights
to the intellectual activity results, received in the process of joint activity
under this Agreement, shall be regulated by a separate intergovernmental

agreement.

Article 5

The Parties shall not, without prior mutual written consent, sell or transfer
to third countries the military - purpose products, as well as the information
and materials, received or obtained as a result of the military-technical
cooperation, carried out in accordance with this Agreement, and, except in
the joint design and production, shall not carry out modernization or
modification of the military-purpose products, supplied by one of the

Parties.

(2) The information, received in the course of cooperation by one of the Parties,

shall not be used to the detriment of the other Party’s interests.

(3) The Parties shall ensure protection of the information, received in the course
of implementation of this Agreement, which, in accordance with the laws

and regulations’ of the Parties, is confidential.




(4) Protection of information, which constitutes a state secret of either Party,

mutually exchanged or formed in the process of cooperation of the Parties,

shall be regulated by a separate intergovernmental agreement.

This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties
under other international treaties and agreements, of which they are

participants, and shall not be directed against any third state.

Article 6

The Parties shall settle the disputes, connected with the implementation or

interpretation of this Agreement, by negotiations.

Article 7

This Agreement may be amended or supplemented upon the mutual agreement
of the Parties, which shall be formalized by separate Protocols to this Agreement.

Article 8

(1) This Agreement shall enter into force on the date of the last written
notification of the implementation by the Parties of the internal state

procedures required for its entry into force.

(2) This Agreement shall remain in force for the period of 10 (ten) years and
shall be automatically extended for next five year periods unless either Party
notifies the other Party in writing of its intention to terminate this

Agreement at  least 6 months prior to the expiration of this Agreement.




(3) Termination of this Agreement shall not affect further implementation of
uncompleted contracts and other agreements, signed in accordance with this
Agreement during its validity period, except for otherwise agreed by the Parties.

(4) In the event of termination of this Agreement, the obligations of the Parties’ states

as stipulated in the provisions of article 5 shall remain in force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective

Governments, have signed this Agreement.

Done at Moscow on” 2/ w Arrit 2003 in two

copies, each in the Indonesian, Russian and English, languages, all texts being equally

authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA THE RUSSIAN FEDERATION




MHUHUCTEPCTBO NHOCTPAHHBbBIX JIEJI
POCCUVICKON ®EJEPAITUU

YIAOCTOBEPSET, YTO [PABUTEJBCTBO POCCHHCKOH ®FEAEPALIHH YII0JTHOMOYHJIO

JIMUTPUEBA Muxanna ApPKajbeB#dd, 3aMECTUTENs MI/IHI/ICTpﬁ 06Qp(;msz_
| Pocculicxom ‘Denepauvn nmonnmoucru 00S3aHHOCTH TIpsracenarens KOMnreTq
Poccuniickon (Deﬂepaqmu ‘ 1‘10i ‘BOGHHO-TGXH-I?T‘-ICCKOM}/ cm-pymmqecmy e
HHOCTD&HHBIMH rocy:apt‘T};aMH Hd - ﬁéuﬁncaﬂue © CornamieHusa  MeEXIy -
HpaBuTeJILCTBOM P')cmncmbu ’D nebaﬁuﬁ n HpaBmenBCTBOM Pecrydnuxs

HHIIOHG3I/I$I V) B(‘CHHO TCXHHUYICCKOM cm"pymmqec TBEC.

Mockea , / )/“ arnpeJs 2003 .p0a.

3a Munucmpa Hnocmpannox  fen '
Poccuucxou (Deg?epauuu / / A~

Lupexmop .-
[Ipasosoeo  [enapmamenma
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